BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOGR - 18 TAH0E 2005
TENTANG

PEDOMAN PEHANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PERGUNGSI

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

. bahwa dengan telah diteiapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 131 Tahun 2003 ientang Pedoman Penangguiangan dan
Pengungsi di  Daerah dipandang perlu adanya pedoman
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten
Tegal;

. hahwa uniuk maksud tersebut diatas periu ditelapkan dengan

Peraturan Bupati Tegal;

. iiﬁﬂang-undang Nomor 13 Tahun 1950 teniang Pembeniukan

Daerah-dasrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 10 Tshun 2004 {entang Pembentukaﬁ‘

Peraturan perundang-undangan;

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ieniang Pemerintahan

Daerah;

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 {eniang Perimbaﬁgan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ui Tegal dan Kabupaten Daerah
Tingkat 1f Tegal;

. Keputusan Presiden Republk Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 jo.

Keputusan Presiden Republik Indonesia WNomor 111 Tahun 2001

tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi;



Menetapkan
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7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republk indonesia Nomor 131
Tahun 20063 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi di Daerahy

8. Keputusan Sekretaris Badan Keordinasi Nasional Penangguiangan
Bencana ¢an Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganah
Pengungsy;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 fentang
Kawenangan Kahupalen Tegal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomeor 17 Tahun 2004 tentang

MEMUTUSKAN

. PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGS! DI
KABUPATEN TEGAL.

BAB |
KETERTUAN UMUM
Pasat 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adaleh Kabupaten Tegsl;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Dasrab;

3. Bupati adalah Bupati Tegal;

4. Satuan Pelgksapa Penanggulangan Bencana dan Penanganan
Pengungsi yang seianjutnya disebut Satiak PBF adalah wadah yang
bersifal non sirukiural bagl penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi di Kabupaten / Kota, yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati / Walikoia;

(%]

. Sekretariat Satlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi satlak PBP

vang berada dibawah dan berlangungjawab kepada Bupali /
Walikola;

8. Satuan Pertahanan SipifPerlindungan Masyarakat yang selanjulnya
disebul Satuan Hansip / Linmas adalah Organisasal Masyarakat vang
herads di Desa/Kelurahan, yang disiapkan dan dibskali pengelzhuan
serta kKelerampilan untuk melaksanakan Kegialan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi  gune  menmiwangl  dan

memperkeci



dilakukan, melfiputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini,

. miligasi (penjinakan} dan kesiapsiagaan pada saal sebelum ferjadi

bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian
bantuan pada saal terjadi bencana serfa rehabilitasi mental,
rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial
pada saal setelah terjadi bencana.

Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan Kegialan yang
ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana
alam, bencana akibal ulah manusia maupun akibat Konflik sosiai,
yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi,
pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau
rekonslruksi sarana prasarana fisik, rekonsiruksi, pengembalian /
pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan / relokasi;

. Bencana adaiah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan

oleh perang, alam, ulah / perbuatan manusia, dan penyebab lainnya,
yang dapal mengakibatkan korban dan penderitaan manusia,
kerugian haria benda, kerusakan lingkungan, sarana prasarana dan
fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan {erhadap tata
kehidupan dan penghidupan masyarakat;

10.Pengungsi adalah orang / sekelompok yang alas dasar Kemauan

12

sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikcordinir
Pemeriniah lelah meninggalkan fempat kehidupan semula, karens
terancam keselamatan dan Keamanannya satau adanya rasa
ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencanz alam,
bencana akibat ulah / perbuatan manusia dan bencana lainnys;

.Pencegahan adalah segala upaya dan kegialan untuk mencegah

bencana atau resiko yang wmungkin terjadi melalui penyiapan
Peraturan Perundang-undangan, penyusunan prosedur
penanggulangan serta melalul kegiatan penyuiuhan dan pelatihan;

.Tanggap darurat adalah kegiatan vyang dilaksanakan secara

terencana, lerKoordinir dan terpadu pada Kkondisi darurat dalam
waklu yang relalif singkal dengan tfujuan unfuk menolong,
menyelamatkan jiwa / harla benda dan lingkungan serla mengurangi
dampak akibal bencana mefalui pemberian bantuan mornl dan
material kepada korban bencana;
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13.Mitigasi {penjinakan) adalah segala upaya dan kegialan yang
dilakukan uniuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang
ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan seria
penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan;

14 Pepyelamatan adalah segala daya upaya dan Kegialan vyang
dilakukan untuk menolong, melindungl dan memberi bantuan tanggap
darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarans
prasarana, dan fasifitas umum serta lingkungan akibat bencana;

1% Rehabilitasi adalah segala upayva dan kegialan yang dilakukan agar
para korban dan kerusakan sarana prasarana seria fasilitas umum
vang diakibatkan oleh bencana dapal berfungsi kembali;

16 .Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk
membangun Kembail sarana prasarana umum yang rusak akibal
bencana, unuk meringankan penderitaan masyarakat,

17.Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan
kemandirian para pengungsi agar dapal melaksanakan kegiatan
sosial dan ekonomis untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya;

18.Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali

pengungsi dari tempatl penampungan sementara ke tempat yang
tetap di lokasi vang bary;

19.Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk  menciplakan

kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan

sesial, budaya hak azasi manusia dan aspek hukum.

Bagy £
Pasal 2 '

Maksud disusunnya Pedoman  Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi adalah memberikan pedoman bagi aparat
Pemerintah Dasrah dan masvarakal dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi adalah untuk memantapkan keferpaduan iangkah dan tindakan
bagi aparat pemerintah dan masyarakat di  daerah dalam
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu
pada kemandirian dan kewaspadaan masyarakal secara berdaya guna
dan berhasil guna.
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Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
meiipuli penatalaksanaan penangguiangan bencana dan penanganan
pengungsi sejak sebelum, pada saal, dan sesudah terjadi bencana, mulai
dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kola dan Propinsi.

BAB i

HAKEKAT ASAS DAN PENGGOLONGAN PENANGGULANGARN

BRENCANA DAN PENANGARAN PENGUNGSI
Pasal 5

Hakekat penanggulangan bencana dan penangan pengungsi adalah :

a2

. Merupakan salah satu wujud darl upaya untuk melindungi segenap
Bangsa Indonesia dari akibat bencana.

Merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,
yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

. Dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya  bencana dan
pengungsian, vyang melipuli kegialan pencegahan, penjinakan,
kesiapsiagaan, penyelamatan untuk memperkecil dan mengurangi
dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

. Merupakan bagian dari pembangunan yang berlujuan mengurangi,
meringankan dan memuiihkan penderitaan masyarakat korban bancana
dalem rangka memperbaiki, dan meningkatkan Kembali taraf
penghidupan dan Kehidupannya.

Pasai 6

Asas penanggulangan bencana dan pehahganan pengungsi meliputi :
a. Asas Kemanusiaan.

g,

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
dilaksanakan alas dasar rasa saling menghargai antar sesama
manusia dan tidak diskriminatif.
. Asas Kemandirian.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
dititikberatkan pada kegialan vyang didukung oleh swadaya
masyaraka. |
Asas Kegolong Royongan.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap
komponen masyarakat dan pemerintah. |



d.

£.

Asas Kesukarelaan.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
difakukan secara partisipatif dan suka rela tanpa paksaan oieh
segenap komponen masyarakat.

Asas Profesionalisme.

Dalam penyeienggaraan penangguiangan bencana dan penanganan
pengungst didasarkan pada profesionalisme pelayanan balk
administratit maupun teknis operasional.

Asas Kewilayahan

Dalem upaya penanggulengan bencana dan pehanganan pengungsi
dilaksanakan sacara terkoordinasi oieh PemerintatvPemerintah Daerah
dan masyarakat dalam wilayah vyang mengalami bencana dan
pengungsian.

Pasal 7

Menurut penyebabnya bencana dapat digelongkan menjadi :

a.
b

Bencana Akibat Perang.
Bencana Alam, terdiri dari ;
1) Lefusan Gunung Berapi,
2y Gempa Bumi.

3} Banijir Lahar,

4} Banjir Lava.

5} Banjir Air.

§) Angin Topan.

7} Gelombang Pasang/Tsunami.
8} Tanah Longsor

g9) Kebakaran.

10} Bencana Kekeringan

11) Bencana Kejaparan.

12) Bencana Hama Tanaman.
13) Bencana Wabah Penyakit.

Bencana Akibat Ulah Manusia antara fain

1) Pembakaran hutan, ighan, insialasi dan fasilitas lain yang
berdampak luas.

2} Ledakan instalasi pabrikjobyek vital.

3) Pencemaran lingkungan.

4) Keceiakaan yang meneilan banyak korban.

5} Konflik/kerusuhan sosial (SARA).

©) Aksiteror sabotase.



Pasal 8

Pengungst dapat digolongkan menjadi 2 (dua} vaitu
a. Penggolongan pengungsi menurut mobilitasnya terdin dari ;
1} Pengungsi domestik
a) Pengungsilokal (dalam wilayah Kabupaten/Koia).
) Peﬁguﬁgsi fintas Kabupaien/Kota (dalam witayah Propinsi}.
¢) Pengungsi fintas Daerah/Propinsi (dalam wilayah NKRI).

b. Penggoiongan pengungsi menurut prioritas penangananiya !
1} Pengungsi yang dapat dikembalikan/dipulangkan.
2) Pengungsi yang diberdayakan.
3} Pengungsi yang direlokasikan.

BAB I

SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI SATLAK PBP
BAGIAN PERTAMA
ORGANISASI SATLAK PEP

PASAL 8
3} Susunan organisasi Satlak PBP Kabupaten Tegal terdiri dari
a. Kelua  Bupali.
b, Wakii Kelual . Dan Dim.
¢. Wakii Ketua il - ! Kapolres.
d. Sekrelaris . Sekda.
e. Ketua Pelaksana Harian . Wakil Bupati.
f. Sekrelaris Pelaksana Harian | Kepala Kanlor  Keshang  dan

- Unsur Urganisasi Profesi.

- Unsur Dunia Usaha.
- Tokoh Masyarakatl dan Pakar.
- Unsur Masyarakat lainnya/LSK.
{2} Bagan Susunan Organisasi Satlak PBP sebagaimana dimaksud pada
agaz {4.) pasal ini tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan ini.



Pasal 16

Satlak PBP mempunyal tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan
pencana dan penanganan pengungsi di Daerahnya dengan berpedoman
kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP dan
Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi iahap-tahap sebelum,
pada saal maupun sesudah bencana terjadi, vang mencakup kegialan
pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan
rekonstruksi;

Pasal 11

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana pada Pasal 10 Peraturan ini,
Satlak PBF mempunyai fungsi .

1y Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk
meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakal dalam penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya;

2} Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi Kekuatan
penanggulangan bsncana dan penanganan pengungsi, sarana dan
prasarana yang ada di daerahnya;

3) Melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP vang terdekat;

4y Penerimaan dan penyaluran serla perfanggungjawaban  bantuan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di dasrahnya;

§) RMelakukan kegiatan iain sesual pelunjuk Gubernur seiaku Ketua
Satkoriak PBP;

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal
10 dan 11 Peraturan ini, Bupali selaku Kelua Satlak PBP membentuk

a. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP) sebagail ruang data dan
pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi.

b. Tim Reaksi Cepal (TRC} yang bertugas melakukan pendataan dan
membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi
bencana di wilayahnya.



g

¢. Satuan Tugas { Satgas ) Satlak PBP, yang bertugas untuk membantu
pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
yang terjadi di wilayahnya apabila Unit Operasi PBP Kecamatan fidak
mampu mengatasi.

Pasal 13

{1y Rupusdalops PBP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 hural a
Peraturan ini berempat di Kantor Bupati atau Kantor Keshang dan
Linmas.

{2) Rupusdalops PBP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 a peraturan
ini di pimpin oleh Kepala Kanlor Kesbang dan Linmas dan dibantu oleh
unsur TNi / Poiri, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra Selda serta unsur
fain vang terkait.

Pasal 14

TRGC sebagaimana dimaksud pasal 12 huwuf b Peraturan ini
keanggofaannya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip/Linmas, TNI/Peir,
Dinas Kesehatan, Bagian Kesra Setda dan unsur lain yang diperlukan.

Pasal 15

{1) Satgas Sailak PBP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 hurufl e
Peraluran ini sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur
Satlak PBP.

{Z2) Saigas Sallak PBP ssbagaimana dimaksud pada ayal pasal inl
bersifal semeniara arlinya Satgas PBP dibentuk bila diperlukan dan
dibubarkan setelah selesai penugasan.

BAB I¥

SUSUNAN ORGARISASI, TUGAS DAN FUNGSI
URIT OPERAS] PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI

BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN ORGANISAS] UNIT ORGANISAS! PBP

Pasal 18
{1} Susunan Unit Operasi PBP terdiri atas :
a. Ketus : Camat.
b, Wakil Kelua | o Dan Ramil

¢. Wakii ketua ii © Ka Poisek.
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d. Sekretaris . Sekretaris Kecamatan.
e. Pelaksana Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas Kecamatan
{Kasi Trantib Kecamatan).
f. Anggota : Unit-unit terkait dan masyarakat / LSM.
{2) Bagan susunan organisasi { terlampir ).
Pasal 17

Unit Operasi PBP mempunyal tugas melaksanakan Kegiatan pe
nanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah kerjanya
dengan berpedoman kepada kebijaksanaan vang telah ditetapkan Bupali
selaku Ketua Satlak PBP yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saal
maupun sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan {ugas sebagsimena dimaksud pada pasal 17

Peraturan ini, Unit Operasi PBP mempunyai fungsi :

1) memberikan penyuiuhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan
kesiapsiagan masyarakal dalam penanggulangan bencana dan
pengungsian.

2) Mengkoordinir potensi masyarakat dan Satuan Perlindungan
Masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan
hencana dan penanganan pengungsi.

BAB YV
SATUAN HANSIP / LINMAS DI DESA / KELURAHAN
Pasal 15

{1) Kepala Desa mengkoordinasikan dan mengandalikan Kegialan
masayarakal dalam penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi
bencana.

{(2) Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sehingga
terwujud kemandirian dalam upava penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi.

{3) Kepala DesafLurah selaku Kepaia Satuan Hansip/Linmas Desa /
Kelurahan mengorganisir  anggota Satuan Hansip/linmas di
wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan .

1) Kelompok Lingkungan Pemukiman.
2} Kelompok Lingkungan Peksrjaan/Proysk/Obyek Yilal,
3} Kelompok Lingkungan Pendidikan
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P
T’

{8}

{6)

{2}
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Untuk melaksanakan {ugas penanggulangan bencana dan
penanganan  pengungsi, masing-masing kelempok  Satuan
Hansip/Linmas sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan ¢
dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebuluhan penugasan,
dengan kekuatan masing-masing Regu + 10 orang, antara lain terdir
atas :

1) Regu Deteksi Dini.

2} Regu PPPK.

3) Regu Tandu.

Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas ©

1)y Menyusun polensi Hansip/Linmas dslam Regu-regu pelaksana
menurut  kebutuhan Desa/Kelurahan vang siap dikerahkan
sewaklu-wakiu sesual tugas dan fungsinya.

2; Mengsrahkan potensi Hansip/linmas dalam  penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya
baik sebslum, pada saal, dan sssudah lerjadi bencana.

Bagan Susunan Organisasi { terlampir ).

setara konsepsional dan terpadu oleh semua unsur terkall pada tahap
sebelum, pada sasl maupun sesudah terjadinya bencana dan
pengungsian.

Tahap penangaulangan bencana, melipuii ;
a. Tahap sebelum terjadi bancana.

Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana dititikberatkan
pada tahap sebelum ferjadi bencana berupa kegiatan peringatan
dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat
serta Aparat Pemeriniah sehingga korban manusia, kerugian
harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil.



b. Tahap saat ierjadi bencana .
Pada saat teriadi bencana litik berat kegiatan dilakukan mulai dari
mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan

santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang
diskriminatif.

¢. Tahap sesudah bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan sesudah terjadi bencana adalah
melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana
sosial dan fasiliias umum, memulihkan kembali kegiatan
pemeriniahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan
masyarakat kembali normal dan lebih bak.

{3) Tahapan penanganan pengungsi melipuli
a. Tahap kKesiapsiagaan.

Tahap kesiapsiagaan dititikberatkan pada kegiatan deteksi dinj,
peringatan dini, penylapan sarana-prasarana yang dilakukan
secara tlerpadu oleh pemerintah bersama masyarakal guna
mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian.

b. Tahap penyelamatan.

Pada ftahap penyeiamatan saat bencana/kerusuhan terjadi,
dilakukan dengan memberikan periclongan, periindungan dan
penampuingan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan,
air bersih, dan sanilasi bagi pengungsi.

¢. Tahap Rehabilitasi.

Pada tshap rehabililasi dilakukan upaya perbaikan fisikk dan
psikesosial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik,
psikclogis dan sosial, serta mengembalikan harkal dan martabat
sebagal manusia maupun warga negara yang berhak mendapat
nerlindungan,

d. Tahap Rekonsiliasi (Khusus pengungsi akibat konflik).

Pada tahap rekonsiliasi dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh
masyarakat, antara lain pemuka agama, {okoh adat, fokoh
pemuda, tokeh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh
dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar
masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.
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e. Tahap pemulangan/pemberdayaanirelokasi.

Pada {ahap ini, penanganan pengungsi dilaksanakan melalui 3
(tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan
situasi dan kondisi daerah.

1) Pola | {(Pemulangan;.
Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semula.

2) Pola il (Pemberdayaan)
Pengungsi  dibantu dan  difasilitasi  Pemeriniah  uniuk
mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

3) Pola {li {(Reiokasi).

Memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan
program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi

lokal.

Pasal 21

(1) Satuan Hansip/Limas yang ada dilingkungan pemukiman, lingkungan
pendidikan, fingkungan pekerjaan, lingkungan proyek/obyek wilal
melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
secara ferpadu dan terinfegrasi dalam wadah Bakorhas FPBP,
Satkerlak PBP, Unit Operasional PBP dan Satuan Hansip/Linmas di

{2} Uniuk mendoreng partisipasi dan swadaya/kemandirian masyarakat
dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu
ditumbuh Kembangkan kemauan dan Kemampuan penanggulangan
hencana dan penanganan pengungsi di tingkat Desa/Kelurahan.

{3) Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
sangat tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa/Lurah dalam
pengerahan potensi Hansip dan sumber daya masyarakat.

{4} Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
sangat tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa/Lurah daiam
pengerahan polensi dan sumber davya masyarakat,

BAB Vil
MEKANISME PELAKSANAAN PRP
Pasat 22
Pelaksanaan PBP di Desa/Kelurahan, meliputi

a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian kegiatannya meliputi :
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Membuat peta rawan bencana.

Membuat dan memelihara daia polensi Satuan Hansip/Linmas.
Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/PPPK.
Menyiapkan polensi Saluan Hansip/Linmas dan masyarakat untuk
penangulangan bencana dan penanganan pengungsi. _
Mengkoordinir masyarakal dalam penyiapan aiat-alat dan fasiiitas
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
Melaksanakan penyuiuhan dan  gsladiflatihan  penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi.

Menetapkan lokasi alternalif pengungsian Korban bencana.
Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya
peringatan dini lerhadap kemungkinan lerjadinya bencaha dan
pengungsian.

. Pada saat leriadi bencana dan pengungsian ;

D

8)

Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.

Memberikan periolongan perlama kKepada korban akibal bencana.
Mengungsikan korban bencana.

Menyiapkan dapur umum.

Menyiapkan tempat penampungan sementara bagl kerban bencana.
Mengamankan daerah yang {erkena bencana.

Menerima, mengsiola dan menyalurkan serla memperianggung-
jawabkan bantuan.

Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.

Sasudah lerjadi bencana dan pengungsian ;

1)

)

Menginventarisasi jumiah Kkorban bencana dan mempeikirakan
jumiah kerugian.

Menempatkan Korban bencana ke penampungan sementara di
iokasi yang aman.

Merujuk korban bencana vyang mengalami gangguan fisik,
psikoiogis dan sosial ke Rumah sakil/Puskesmas atau iembaga
rehabilitasi terkait.

Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasiiitas sosial dan fasilitas
umum vang terkena bencana.

Melaporkan kejadian bencana dan kebuluhan yang diperiukan
kepada Camatl.
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Basal 22
Pelaksanaan PBP di Kecamatan terdiri alas.

a. Sebelum terjadi bencana :

1) Membual pela rawan bencana, menginformasikan daerah rawan
bencana dan daerah ailernalil pengungsian Korban bencana seria
poiensi satuan hansip/Linmas di Desa/Kelurahan di wﬁayai’mya,

2) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Satuan
Hansip/Linmas dan masyarakal di Desa/Kelurahan vang rawan
kencana.

3) Memnberikan peringatan dini kepada masyarakal yang tinggal di
daerah rawan bencana.

h. Pada saal terjadi bencana .

1) Memberikan periclongan pertama kepada korban bencana dan
menviapkan dapur umum.

2} Menylapkan tempat penampungan sementara bagl korban bencana.

3} Mengungsikan korban bencana.

4y Mengamanken daerah yang terkena bencana.

8} Menerima, menyalurkan bantuan serta memperianggung-
jawabkan.

6} Melaporkan kejadian bencana kepada BupalifiValikola.

¢. Sesudah leriadi bencana.
1} menginveitarisasi junmilah Korban bencana dan memperkirakan

jumiah kerugian.

2} Merahabilitasi dan merekonstrukst fasilitas sosial maupun fasilitas
umum di daerah bencana.

3} Menempatkan kemball korban bencan ke lokasi semula, ke
pemukiman masyarakat atau pengaiihan ke lokasi yang aman.

4) Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggung-
jawabkannya.

5) Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperiukan kepada
BupatifWalikota.

Pasal 24

Pelaksanaan PBP di Daerah terdiri afas :
a. Sebelum terjadi bencana :
1} Membuat pefa rawan bencana, menginformasikannya kepada
pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
Z) Menyusun polensi satuan HansipfLinmas dan Saigas PBP di
wilayahnva.
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3) Menetapkan Daerah rawan alfernalif pengungsian korban bencana.

4) Menyusun progrem PBP, antara lein pendidikan dan pelatihan,
Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP, serta Prosedur Tetap
PBP sesuai kondisi wilayahnya.

5) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten.

{. Pada saal terjadi bencana .

1) Memberikan pstunjuk teknis pelaksanan PBP yaitu mengadakan
rapat kKoordinasi dan Konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan Tim
Reaksi Cepat ke Daerah bencana serta menyiapkan Saigas FBP.

2} Mengirimkan hantuan Satgas PBP ke Dserah bencana (bila
diperiukan).

3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperiukan antara
tain geaﬁgediaézi tempal penampungan sementara korban bencana,
banfuan ienaga medis/paramedis, obal-obalan, pakaian dan bahan
makanan.

B
-

3 Melaporkan Kkeiadian hsncana dan penanggulangannya Kepada

Gubernmi.

¢. Sesudah {erjadi bencana,
1y Melaporkan jumiah korban

dan meiaksanakan rehabilifasi dan stau
rakonstruksi pemukiman, Tasilifas sosial dan fagilifas umum di

BB o~ P w S 2=
adamnorika: SMiinn
WIS IR Ui udais

Daserah hencana.
3y Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran

Pemerintahan dan pembangunan.

BAB Vil

KOORDINASI, PENGEMDALIAN DAN PELAPORAN
BAGIAN PERTAMA
KOORDINASI
Pasal 25

Parencanaan pelaksanaan pengendalian dan koordinasi penanggulangan
hencana dan penanganan pengungsi dilakukan sebagai berikut

a. Tingkal Propinsi oleh Gubernur seiaku ketua Satkorlak PBP.

b. Tingkat KabupatenfKota oleh BupatiiWalikota selaku Kefua Satlak
PBP.
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(]

Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.

d. Tingkai DesafKelurahan oleh Kepala DesafLurah selaku Kepala satuan
Hansip/Linmas.

BAGIAN KEDUA
PENGENDALIAN
Fasal 26

(1) Untuk pelaksanaan pengendalian penanggulangan pada saatl terjadi
hencana, Pos Komando PBP dilempatkan di Rupuskerdalops /
Rupusdaiops PBP.

{2y Untuk efekiifiias pelaksanaan Pos Komando PBP dapat dibeniuk
Posko Aju dan Posko Bergerak PBP.

BAGIAN KETIGA
PELAPORAN
Pasal 27
Prosedur pelaporan diatur sebagai berikut :

a. Kepala Desalflurah melaporkan perkembangan siluasi kejadian
bencana dan alau pengungsian seria upaya penanggulangan dan
penangananiya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.

b. Ketua Unit Operasional PBP melaporkan perkembangan situasi
kejadian bencana dan alau pengungsian serla upaya penanggulangan
dan penanganan di wilayahnya Kepada BupatiWalikola selaku Ketua
satlak PBF.

¢. Kelua Satlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana
dan atau pengungsian seria upaya penanggulangan dan penanganan di
wilayahiya kepada Gubermur selaku Ketua saikorlak PBP.

d. Kelua Satkorlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian
bencana dant atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan
penanganan di wilayahnya kepada Menteri Dalam negeri dan Kstua
Bakornas PBP dengan lembusan kepada instansi terkait di lingkat
Fusat.

e. Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/lLurah dapat secara langsung
melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada
BupatiiWalikota selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada
Camat di wilayahnya.
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Pasat 28
Beniuk laporan dialur sebagai berikut ©
a. Laporan Pendahuluan Kejadlan Bencana dan atau pengungsian, meiaiul

kurir, lelepon, Taximile, radiogram, SSB, hand phone/ShS, dan lain-
ETHE

b. Laporan lengkap.

¢. Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan,
Triwulanan dan tahunan.

Pasal 28

{si japoran memuai :

Jenis bencana dan atau pengungsian.

Tempat bencana dan atau pengungsian,

Wakiu kejadian bencana dan alau pangungsian.
Jumiah Korban akibat bencana dan atau pengungsian.

oo e T oW

Permintaan kebutuhan bantuan.
Fasal 20

Penyampaian informasi penanggulangan bencana dan atau penanganan
pengungsi  kKepada pihak-pihak tertentu, menjadi Kewenangan
BupatifWalikota selaku Ketua satlak PBP dan Gubernur selaku Ketua
Satkoriak PBP.
BAB X
PEMBIAYAAN

Passl 31

Biaya pelaksanaan penanggulangan bencana dan psnanganan pengungsi
di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber dana fain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat I Tegal Nomor : 360/4754/1893 tanggal 31 Desember 1993
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PBP) Kabupaten Daerah
Tingkat Il Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Tegal Nomor : 360/0273/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 33
Peraturan ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya datam Lembaran Daerah Kabupalen

Tegal.
Ditetapkan di :Slawi.
Pada tanggal D1 Juli 2005
BUPATI TEGAL, _
AGUS RIYANTO
Diundangkan di Slawi '
Pada tanggal 1 Jyli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN

MOCH.HERY ¥FOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR : 21



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATLAK PBP KABUPATEN TEGAL

KEDUDUKAN DALAM
KO JABATAN INSTANSI SATLAK PEP
1 2 3
1. | Bupati Tegal Ketua
2. | Dan Dim 0712 Tegal Wakil Ketua |
3. | Ka Polres Tegal Wakil Ketua 1l
4. 1| Sekretaris Daerah Kab. Tegal Sekreiaris
§. | Wakil Bupati Tegal Ketua Pelaksana Harian
6. | Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab.Tegal Sekretaris Pelaks. Harian
7. | Kepala Bapeda Kabupaten Tegal Anggota
8. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Anggota
Kab. Tegal
8. | Kepala Badan informasi Komunikasi dan Kehumasan Anggota
Kab. Tegal
10. | Kepaila Dinas Pemberdayaan Masvarakai KB dan Anggota
Kesos Kab. Tegsl
11. { Kepala Dinas P dan K Kabupalen Tegal Anggoia
12. | Kepala Dinas Pekeriaan Umum Kab. Tegal Anggota
13. | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal Anggoia
14. | Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisala Anggota
Kab. Tegal
15. | Adm. Perum Perhutani Pekalongan Barat Anggotla
18. | Adm. Perum Perhuiani Balapulang Anggola
17. | Kepala Sub Doiog Wilayah Pekalongan Barat Anggota
18. | Kepala PLN Ranting Slawi Anggota
18. | Kepala PU Bina Marga Anggota
20. | Ka Bag umum Seida Kab. Tegai Anggola
21. | Ka Bag RT dan Protokoi Setda Kab. Tegal Anggota
22. | Ka Bag Kesra Setda Kab. Tegal Anggota
23. | PDAM Kabupaten Tegal Anggota
24| Unsur anggola TNI 7 Polr Anggola
25. | SAR Kabupaten Tegal Anggota
26. | ORAR! Kabupaten Tegal Anggota
27. | RAPI Kabupaten Tegal Anggota
28. | PMI Cabang Kabupaten Tegal Anggota
26. | KNP Kabupaten Tegal Anggota
27. | Kwarcab Gerakan Pramuka Kab. Tegal Anggola
28. | Dharma Wanila Kab. Tegal Angusia
28| Dharms Perlivi Kab Tanal Anggola
3G, PRE Kabupaisn Tegal Anggola
31. | Unsur Organisasi Profesi Kab. Tegal Anggota
32. | Unsur Dunia Usaha Kab. Tegal Anggoia
33. | Tokeh Masyarakal Kab. Tegai Anggola
34. |LSM Kab. Tegal Anggota

BUPAT! TEGAL,
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AGUS RIYANTO




